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ABSTRAK 

Implementasi kebijakan pendidikan tidak berlangsung secara linear dari perumusan regulasi 

menuju praktik, karena proses tersebut dipengaruhi oleh interpretasi aktor, kapasitas 

organisasi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik lingkungan tempat kebijakan 

diterapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian implementasi 

kebijakan pendidikan dan policy enactment pada periode 2021–2026, memetakan tema yang 

berkembang, serta menyusun kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara 

desain kebijakan dan praktik pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic 

Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020. Penelusuran dilakukan melalui 

Google Scholar menggunakan Harzing’s Publish or Perish, kemudian artikel diseleksi 

berdasarkan kesesuaian topik, periode publikasi, jenis sumber, dan keterlacakan metadata. 

Sebanyak 68 artikel dinyatakan layak untuk tahap penilaian teks lengkap dan pemetaan 

tematik awal. Hasil sintesis menghasilkan enam tema, yaitu kerangka konseptual dan review; 

aktor, konteks, dan translasi kebijakan; kurikulum, pedagogi, dan praktik profesional; 

kepemimpinan dan kapasitas organisasi; inklusi, keadilan, dan relasi kekuasaan; serta tata 

kelola, institusi, dan akuntabilitas. Temuan memperlihatkan bahwa policy implementation dan 

policy enactment saling melengkapi dalam menjelaskan perubahan kebijakan menjadi praktik. 

Kajian ini menghasilkan kerangka integratif yang menempatkan implementasi sebagai proses 

dinamis melalui sensemaking, kepemimpinan, adaptasi, feedback, pembelajaran, dan policy 

reconfiguration. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pendidikan, Policy Enactment, Kepemimpinan 

Pendidikan, Konteks Kebijakan, Systematic Literature Review. 

 

ABSTRACT 

Educational policy implementation does not proceed linearly from regulatory formulation to 

practice, as the process is shaped by actors’ interpretations, organizational capacity, resource 

availability, and the characteristics of the environments in which policies are implemented. 

This study aims to analyze the development of research on educational policy implementation 

and policy enactment during the 2021–2026 period, map emerging themes, and develop a 

conceptual framework explaining the relationship between policy design and educational 

practice. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA 

2020 framework. The literature search was conducted through Google Scholar using 

Harzing’s Publish or Perish, followed by article selection based on topic relevance, 

publication period, source type, and metadata traceability. A total of 68 articles were 

considered eligible for full-text assessment and preliminary thematic mapping. The synthesis 
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identified six themes: conceptual frameworks and review; policy actors, context, and 

translation; curriculum, pedagogy, and professional practice; leadership and organizational 

capacity; inclusion, justice, and power relations; and governance, institutions, and 

accountability. The findings indicate that policy implementation and policy enactment 

complement each other in explaining how policies are transformed into practice. This review 

produces an integrative framework that positions implementation as a dynamic process 

involving sensemaking, leadership, adaptation, feedback, learning, and policy reconfiguration. 

Keywords: Educational Policy Implementation, Policy Enactment, Educational Leadership, 

Policy Context, Systematic Literature Review. 

 

PENDAHULUAN 

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis untuk mengarahkan perubahan 

mutu, pemerataan layanan, dan pencapaian tujuan pendidikan pada berbagai tingkat 

kelembagaan. Kebijakan tidak hanya menetapkan target dan prosedur administratif, tetapi 

juga membentuk ruang bagi sekolah, pendidik, peserta didik, dan pemangku kepentingan 

untuk mengubah tujuan pendidikan menjadi praktik yang dapat diamati. Peran tersebut 

semakin kompleks ketika agenda pendidikan berhadapan dengan tuntutan pembangunan 

berkelanjutan dan transformasi ekonomi serta digital, sehingga kebijakan perlu diterjemahkan 

ke dalam kapasitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan institusional 

(Hadiyani et al., 2025). Pada saat yang sama, efektivitas kebijakan tidak cukup dinilai dari 

keberadaan program atau keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga dari efektivitas, kualitas, dan 

nilai yang dihasilkan melalui proses evaluasi yang sistematis (Huda et al., 2025). Dengan 

demikian, implementasi menjadi ruang penting untuk melihat apakah orientasi normatif suatu 

kebijakan benar-benar memperoleh bentuk yang bermakna dalam praktik pendidikan. 

Persoalan muncul ketika rancangan kebijakan yang telah disusun pada tingkat 

formulasi tidak sepenuhnya menghasilkan praktik sebagaimana yang direncanakan. 

Kesenjangan tersebut dapat muncul karena implementasi berlangsung di tengah keterbatasan 

informasi, komitmen kepemimpinan, pendanaan, infrastruktur, kondisi politik-ekonomi, dan 

kapasitas kelembagaan yang berbeda antarorganisasi (Muthanna & Sang, 2023). Caves dan 

Oswald-Egg (2023) memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan vokasional dapat 

tetap berlangsung meskipun kondisi ideal tidak seluruhnya tersedia, sehingga keberhasilan 

implementasi tidak tepat dijelaskan hanya melalui ukuran kepatuhan terhadap rancangan 

awal. Kompleksitas tersebut semakin terlihat ketika kebijakan pendidikan berhadapan dengan 

transformasi digital, karena integrasi teknologi memerlukan keterhubungan antara 

kemampuan teknologi, pertimbangan pedagogis, penalaran kritis, dan kebutuhan kontekstual 

pembelajaran (Khairul & Saminan, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa policy–practice 

gap perlu dipahami bukan semata-mata sebagai kegagalan implementasi, tetapi sebagai 

persoalan yang berkaitan dengan kapasitas, sumber daya, interpretasi, dan kemampuan sistem 

pendidikan dalam menyesuaikan kebijakan dengan realitas praktik. 

Variasi implementasi juga tidak dapat dilepaskan dari posisi dan tindakan aktor yang 

menjalankan kebijakan. Kepala sekolah, pemimpin tingkat menengah, guru, dan aktor lain 

tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana instruksi, tetapi memiliki ruang untuk menafsirkan, 

menerjemahkan, menegosiasikan, bahkan mengubah bentuk kebijakan ketika berhadapan 

dengan tuntutan organisasi. Skerritt et al. (2023) menunjukkan bahwa middle leaders dapat 

bertindak sebagai policy translators yang menghubungkan gagasan kebijakan dengan 

tindakan kolektif di sekolah, sedangkan Khanal dan Regmi (2024) menunjukkan bahwa 

posisi, tanggung jawab, serta kondisi kepemimpinan kepala sekolah dapat menjadi faktor 
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yang menentukan tantangan implementasi. Perspektif aktor juga perlu diperluas melampaui 

pemimpin formal karena peserta didik dapat mengalami, memahami, dan merespons 

konsekuensi kebijakan secara berbeda sesuai posisi sosial mereka (Landolt & Bauer, 2026). 

Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan pendidikan memerlukan perhatian terhadap 

agensi aktor, distribusi kewenangan, kapasitas kepemimpinan, serta cara berbagai kelompok 

memberi makna terhadap kebijakan yang mereka hadapi. 

Selain aktor, konteks merupakan bagian yang membentuk kemungkinan suatu 

kebijakan untuk bekerja secara efektif. Kebijakan yang sama dapat menghasilkan bentuk 

praktik dan konsekuensi yang berbeda ketika diterapkan pada organisasi dengan sumber daya, 

infrastruktur, karakteristik peserta didik, struktur birokrasi, dan dukungan kelembagaan yang 

tidak sama. Sundström (2025) memperlihatkan bahwa penerjemahan kurikulum baru pada 

pendidikan prasekolah berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah, waktu kerja, 

kompetensi staf, dan kondisi organisasi, sedangkan Bradbury et al. (2023) menunjukkan 

bahwa perubahan kondisi material dan tuntutan respons cepat pada masa krisis memengaruhi 

cara pemimpin sekolah menjalankan kebijakan. Pada konteks lain, Zhou (2024) menunjukkan 

bahwa kebijakan pendidikan lingkungan dapat memperoleh bentuk praktik yang berbeda 

karena dipengaruhi oleh infrastruktur sekolah, jumlah peserta didik, dan relasi dengan 

birokrasi pendidikan lokal. Nicholson dan Wilkins (2025) juga memperlihatkan bahwa aktor 

perantara pada lanskap sekolah lokal dapat menjalankan fungsi interpretasi, translasi, dan 

pembangunan kemitraan ketika kebijakan bergerak melintasi berbagai tingkat kelembagaan. 

Temuan-temuan tersebut menempatkan konteks bukan sebagai latar belakang pasif, 

melainkan sebagai kondisi yang ikut membentuk proses dan hasil implementasi. 

Pemahaman tersebut mendorong perkembangan kajian dari perspektif policy 

implementation menuju perspektif policy enactment yang memberi perhatian lebih besar pada 

bagaimana kebijakan memperoleh bentuk konkret melalui interaksi antara teks, aktor, 

organisasi, dan lingkungan sosial-material. Dalam perspektif ini, kebijakan tidak dipandang 

sebagai instruksi yang berpindah secara mekanis dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, 

tetapi sebagai sesuatu yang ditafsirkan, diterjemahkan, dinegosiasikan, dan 

direkontekstualisasikan dalam praktik. Hay (2025) menawarkan kerangka konseptual policy 

enactment yang menghubungkan proses tersebut dengan sensemaking, jejaring aktor, serta 

hubungan antara manusia dan unsur material dalam lingkungan pendidikan. Perkembangan 

lebih lanjut ditunjukkan oleh Skerritt (2026) melalui gagasan little-p policy production, yang 

memperlihatkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat 

menghasilkan bentuk-bentuk kebijakan pada tingkat lokal. Perspektif tersebut memperluas 

pemahaman implementasi karena perubahan dari desain awal tidak selalu menunjukkan 

penyimpangan, melainkan dapat mencerminkan proses adaptasi yang memungkinkan 

kebijakan berfungsi dalam kondisi tertentu. 

Perkembangan penelitian pada periode mutakhir memperlihatkan bahwa kajian 

implementasi kebijakan pendidikan semakin tersebar pada berbagai persoalan, mulai dari 

kapasitas implementasi, kepemimpinan sekolah, translasi kebijakan, kurikulum, transformasi 

digital, konteks lokal, hingga pengalaman kelompok yang terdampak kebijakan. Muthanna 

dan Sang (2023) menekankan determinan implementasi, Caves dan Oswald-Egg (2023) 

memperlihatkan pentingnya kombinasi kondisi dalam reformasi pendidikan vokasional, 

sedangkan Skerritt et al. (2023), Khanal dan Regmi (2024), dan Sundström (2025) 

memperluas perhatian pada peran kepemimpinan dan aktor penerjemah kebijakan. Literatur 

yang lebih baru kemudian bergerak menuju analisis enactment, termasuk relasi antara aktor 

dan konteks (Hay, 2025), produksi kebijakan pada tingkat sekolah (Skerritt, 2026), serta peran 
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aktor perantara dalam membangun hubungan dan menerjemahkan kebijakan (Nicholson & 

Wilkins, 2025). Pada saat yang sama, perhatian terhadap perubahan sosial, digital, dan 

keberlanjutan memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan semakin membutuhkan 

pendekatan yang mampu menghubungkan tujuan kebijakan dengan kondisi nyata pendidikan 

(Khairul & Saminan, 2025; Hadiyani et al., 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan 

bahwa bidang kajian telah bergerak dari pertanyaan sederhana mengenai apakah kebijakan 

terlaksana menuju pertanyaan yang lebih kompleks mengenai siapa yang membentuk 

implementasi, dalam kondisi apa, melalui proses interpretasi seperti apa, dan dengan 

konsekuensi bagi kelompok yang berbeda. 

Meskipun perkembangan tersebut semakin memperkaya literatur, hubungan antara 

policy implementation dan policy enactment masih belum selalu ditempatkan dalam satu 

kerangka sintesis yang menjelaskan keterkaitan antara desain kebijakan, aktor, 

kepemimpinan, kapasitas organisasi, sumber daya, konteks, translasi, dan hasil implementasi. 

Sebagian penelitian lebih kuat dalam menjelaskan faktor yang mendukung atau menghambat 

pelaksanaan, sementara penelitian lainnya lebih menekankan proses pemaknaan, agensi, 

adaptasi, dan produksi kebijakan pada tingkat lokal. Keterpisahan tersebut menyisakan 

persoalan konseptual mengenai bagaimana kedua perspektif dapat dibaca secara 

komplementer untuk menjelaskan policy–practice gap tanpa menyederhanakannya sebagai 

persoalan kepatuhan atau kegagalan semata. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini 

melakukan Systematic Literature Review terhadap literatur periode 2021–2026 untuk 

menganalisis perkembangan dan karakteristik publikasi, mengidentifikasi tema-tema 

dominan, serta menjelaskan faktor yang membentuk kesenjangan antara desain kebijakan dan 

praktik pendidikan. Kajian ini diarahkan untuk menghasilkan kerangka integratif yang 

menghubungkan policy design, interpretation and sensemaking, policy actors and leadership, 

organizational capacity and resources, institutional and local context, policy 

translation/adaptation/enactment, implementation outcomes, serta monitoring, feedback, 

learning, dan policy reconfiguration, sehingga implementasi dapat dipahami sebagai proses 

pembelajaran kebijakan yang dinamis dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk 

mengidentifikasi, menyeleksi, memetakan, dan mensintesis penelitian mengenai implementasi 

kebijakan pendidikan serta policy enactment pada periode 2021–2026. Proses kajian 

dilaporkan dengan mengacu pada kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 agar tahapan penelusuran dan seleksi literatur dapat 

ditelusuri secara sistematis. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar dengan bantuan 

perangkat lunak Harzing’s Publish or Perish versi 8.19.5300.9483 dan dilaksanakan pada 26 

September 2026. Penggunaan Google Scholar ditujukan untuk memperoleh cakupan publikasi 

yang luas, sedangkan Publish or Perish digunakan untuk membantu pengambilan serta 

pengelolaan informasi bibliografis, seperti judul, penulis, tahun terbit, sumber publikasi, DOI, 

dan tautan artikel. Strategi pencarian menggunakan lima frasa, yaitu “education policy 

implementation”, “educational policy implementation”, “policy implementation in education”, 

“education policy enactment”, dan “policy enactment”, yang dipilih untuk mencakup variasi 

istilah utama dalam kajian implementasi dan enactment kebijakan pendidikan. 

Seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan metadata, 

penghapusan duplikasi, screening judul dan abstrak, serta penilaian kelayakan full text. 

Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal peer-reviewed yang diterbitkan pada rentang 2021–
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2026, berfokus pada bidang pendidikan, serta membahas implementasi, enactment, 

interpretasi, translasi, adaptasi, aktor, kepemimpinan, konteks, atau tata kelola kebijakan 

pendidikan secara substantif. Artikel dikeluarkan apabila berada di luar periode penelitian, 

bukan artikel jurnal yang sesuai dengan kriteria publikasi, berasal dari bidang di luar 

pendidikan, tidak memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi, atau hanya 

menyebut istilah implementasi dan enactment secara periferal tanpa keterkaitan dengan fokus 

kajian. Hasil penelusuran memperoleh 100 record, kemudian satu record duplikat dikeluarkan 

sehingga tersisa 99 record untuk tahap screening judul dan abstrak. Sebanyak 31 record 

dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 68 artikel 

dipertahankan sebagai kandidat untuk tahap penilaian kelayakan full text dan pemetaan 

tematik awal. Dengan demikian, angka 68 dalam kajian ini tidak diposisikan sebagai jumlah 

final included studies, melainkan sebagai korpus kandidat yang masih harus dikonfirmasi 

melalui pemeriksaan teks lengkap dan penilaian kualitas metodologis sebelum jumlah studi 

akhir ditetapkan. 

Data dari artikel yang memenuhi tahap pemetaan diekstraksi menggunakan matriks 

kajian yang mencatat penulis dan tahun publikasi, judul artikel, sumber publikasi, DOI, fokus 

kebijakan, aktor implementasi, konteks pendidikan, faktor penghambat, faktor pendukung, 

serta temuan utama. Proses pengodean dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke 

dalam enam domain awal, yaitu kerangka konseptual dan review; aktor, konteks, dan translasi 

kebijakan; kurikulum, pedagogi, dan praktik profesional; kepemimpinan dan kapasitas 

organisasi; inklusi, keadilan, dan relasi kekuasaan; serta tata kelola, institusi, dan 

akuntabilitas. Data yang telah dikodekan kemudian dianalisis menggunakan thematic 

synthesis melalui tiga tahapan, yaitu mengidentifikasi konsep yang berulang, 

mengelompokkan konsep tersebut ke dalam tema, dan menghubungkan antartema untuk 

membangun sintesis konseptual. Pemetaan dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan 

karakteristik literatur, sedangkan sintesis tematik digunakan untuk menelusuri hubungan 

antara desain kebijakan, interpretasi dan sensemaking, aktor serta kepemimpinan, kapasitas 

organisasi dan sumber daya, konteks institusional dan lokal, translasi atau adaptasi kebijakan, 

hasil implementasi, serta mekanisme monitoring, feedback, pembelajaran, dan policy 

reconfiguration. Tahapan analisis tersebut digunakan untuk membangun kerangka konseptual 

yang menjelaskan keterhubungan antara proses implementasi dan policy enactment tanpa 

menyamakan keduanya sebagai proses yang identik. Seluruh hasil seleksi, pengodean, dan 

sintesis selanjutnya disajikan secara transparan melalui diagram alur dan tabel pemetaan 

sehingga keterkaitan antara proses penelusuran literatur dan hasil sintesis dapat ditelusuri 

kembali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil Penelusuran dan Seleksi Literatur 

Penelusuran menggunakan lima kombinasi istilah terkait implementation dan policy 

enactment menghasilkan 100 record pada periode 2021–2026. Setelah satu duplikat dihapus, 

99 record disaring berdasarkan judul dan abstrak, dengan 31 record dieliminasi karena jenis 

publikasi, bidang kajian, status jurnal, atau relevansi substantif yang tidak sesuai. Sebanyak 

68 artikel selanjutnya memasuki tahap penilaian kelayakan teks lengkap. Distribusi kandidat 

artikel meliputi 20 artikel pada 2026 (29,4%), 13 pada 2021 (19,1%), 11 pada 2023 (16,2%), 

10 pada 2024 (14,7%), serta masing-masing tujuh pada 2022 dan 2025 (10,3%). Distribusi ini 

menggambarkan sebaran awal literatur yang teridentifikasi, bukan ukuran produktivitas global 
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bidang kajian, mengingat karakteristik cakupan dan pemeringkatan Google Scholar. Rincian 

jumlah dan proporsi artikel berdasarkan tahun publikasi disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi kandidat artikel berdasarkan tahun 

Tahun Jumlah artikel Proporsi 

2021 13 19,1% 

2022 7 10,3% 

2023 11 16,2% 

2024 10 14,7% 

2025 7 10,3% 

2026 20 29,4% 

Total 68 100% 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kandidat artikel terbanyak berasal dari tahun 2026, 

sedangkan jumlah paling sedikit terdapat pada tahun 2022 dan 2025. Distribusi ini 

menggambarkan sebaran awal literatur periode 2021–2026, tetapi belum dapat digunakan 

untuk menyimpulkan perkembangan substantif bidang kajian karena seluruh kandidat belum 

melewati pemeriksaan teks lengkap dan penilaian kelayakan. Dengan demikian, pola tersebut 

merupakan gambaran awal hasil penelusuran dan penyaringan, bukan distribusi final artikel 

yang menjadi dasar sintesis Systematic Literature Review. Visualisasi distribusi kandidat 

artikel berdasarkan tahun publikasi disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Distribusi Kandidat Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi 

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah kandidat artikel berfluktuasi sepanjang periode 

2021–2026, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2026 dan jumlah terendah pada tahun 2022 

serta 2025. Pola tersebut memperlihatkan bahwa hasil pencarian literatur dalam tahap awal 

lebih banyak menghasilkan publikasi pada tahun 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Namun, distribusi ini masih menggambarkan kandidat artikel pada tahap identifikasi dan 

penyaringan awal, sehingga belum dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan 

final perkembangan penelitian. Interpretasi terhadap perkembangan literatur secara substantif 

akan dilakukan setelah proses seleksi full-text dan penilaian kualitas artikel diselesaikan. 

 

Pemetaan Tema Utama 

Pemetaan tematik awal terhadap 68 kandidat artikel periode 2021–2026 menghasilkan 

enam kelompok tema. Kerangka konseptual dan review mendominasi dengan 23 artikel 

(33,8%), diikuti aktor, konteks, dan translasi kebijakan sebanyak 15 artikel (22,1%). Tema 

kurikulum, pedagogi, dan praktik profesional serta kepemimpinan dan kapasitas organisasi 

masing-masing mencakup 11 artikel (16,2%), sedangkan inklusi, keadilan, dan relasi 
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kekuasaan serta tata kelola, institusi, dan akuntabilitas masing-masing mencakup empat 

artikel (5,9%). Distribusi ini merupakan pemetaan awal yang masih memerlukan konfirmasi 

melalui penilaian kelayakan teks lengkap. Rincian jumlah dan proporsi artikel pada setiap 

tema disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pemetaan Tema Awal Terhadap 68 Artikel Yang Lolos Screening 

Tema n Proporsi 

Kerangka konseptual & review 23 33,8% 

Aktor, konteks & translasi kebijakan 15 22,1% 

Kurikulum, pedagogi & praktik profesional 11 16,2% 

Kepemimpinan & kapasitas organisasi 11 16,2% 

Inklusi, keadilan & relasi kekuasaan 4 5,9% 

Tata kelola, institusi & akuntabilitas 4 5,9% 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tema kerangka konseptual dan review merupakan 

kelompok yang paling banyak ditemukan dalam kandidat literatur, diikuti oleh tema aktor, 

konteks, dan translasi kebijakan. Tema kurikulum, pedagogi, dan praktik profesional serta 

kepemimpinan dan kapasitas organisasi memiliki proporsi yang relatif sama, sedangkan tema 

inklusi, keadilan, relasi kekuasaan, serta tata kelola, institusi, dan akuntabilitas muncul dalam 

jumlah yang lebih terbatas. Pola tersebut memberikan gambaran awal bahwa literatur yang 

teridentifikasi mencakup dimensi konseptual sekaligus dimensi aktor, organisasi, dan konteks 

dalam implementasi kebijakan pendidikan. Namun, pemetaan ini masih bersifat awal karena 

68 artikel tersebut merupakan kandidat hasil screening dan belum seluruhnya dapat 

diperlakukan sebagai artikel yang masuk dalam sintesis akhir. 

 

Perluasan Perspektif Implementasi dan Policy Enactment 

Kajian mutakhir memperlihatkan pergeseran dari pendekatan implementasi yang 

menekankan kesesuaian tujuan dan pelaksanaan menuju perspektif policy enactment, yang 

memandang kebijakan sebagai proses penafsiran, penerjemahan, negosiasi, dan adaptasi 

dalam praktik. Proses tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan, pendanaan, infrastruktur, 

informasi, serta kondisi sosial-politik dan ekonomi, sehingga implementasi tetap dapat 

berlangsung melalui penyesuaian terhadap keterbatasan yang ada. Penerjemahan kebijakan 

juga melibatkan sensemaking, interaksi antarakor, dan kondisi material, bahkan 

memungkinkan sekolah menghasilkan kebijakan lokal melalui praktik sehari-hari. Dengan 

demikian, policy implementation dan policy enactment merupakan perspektif komplementer 

untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi pelaksanaan sekaligus proses sosial yang 

membentuk kebijakan dalam konteks nyata. 

 

Aktor Kebijakan sebagai Interpreter dan Translator 

Aktor pendidikan menghubungkan teks kebijakan dengan praktik melalui interpretasi, 

koordinasi, dan penyesuaian sesuai posisi serta kewenangannya. Peran ini tidak hanya 

dijalankan kepala sekolah, tetapi juga pemimpin menengah, guru, peserta didik, birokrat 

lokal, organisasi nonpemerintah, dan aktor perantara. Pada tingkat sekolah, pemimpin 

menengah menerjemahkan kebijakan melalui perencanaan, koordinasi pekerjaan, 

pengembangan perangkat pendukung, dan integrasi tuntutan kebijakan ke dalam praktik, 

sedangkan aktor perantara turut membangun kemitraan dengan komunitas lokal. Perbedaan 

pengalaman, kewenangan, dan sumber daya menyebabkan penerjemahan kebijakan 

menghasilkan praktik yang beragam. Oleh karena itu, kapasitas implementasi perlu dipahami 
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sebagai kemampuan kolektif dan jaringan aktor dalam mewujudkan kebijakan sesuai kondisi 

lapangan. 

 

Kepemimpinan dan Kapasitas Organisasi 

Kepemimpinan menghubungkan tuntutan kebijakan dengan kapasitas organisasi untuk 

melaksanakan perubahan, tetapi prosesnya dapat terkendala oleh pola top-down, politisasi, 

rendahnya transparansi, keterbatasan pemahaman kebijakan, dan beban kerja. Dukungan 

struktural dan material dari pemerintah daerah juga perlu disertai kecukupan waktu, 

kompetensi staf, pembagian kerja, serta kesiapan organisasi agar perubahan dapat dijalankan 

secara efektif. Dengan demikian, kepemimpinan implementatif tidak hanya berkaitan dengan 

pemberian arahan dan pengawasan kepatuhan, tetapi juga mencakup sensemaking, koordinasi, 

komunikasi perubahan, alokasi sumber daya, dan pengembangan kapasitas staf. Unsur-unsur 

tersebut memungkinkan proses policy enactment berlangsung secara berkelanjutan. 

 

Konteks, Sumber Daya, dan Kesenjangan Implementasi 

Konteks lokal membentuk variasi implementasi melalui perbedaan kondisi material, 

kebutuhan peserta didik, infrastruktur, kapasitas organisasi, dan pengaruh birokrasi daerah. 

Dalam situasi krisis maupun penerapan kebijakan bahasa, interaksi antara pemerintah, 

sekolah, guru, dan peserta didik dapat menghasilkan praktik yang berbeda dari rancangan 

formal. Oleh karena itu, implementation gap tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan, 

tetapi juga dapat menunjukkan keterbatasan sumber daya, perbedaan kapasitas, dan adaptasi 

aktor terhadap kondisi yang tersedia. Konteks dengan demikian merupakan unsur aktif yang 

menentukan kemungkinan, batasan, dan arah penerjemahan kebijakan dalam praktik 

pendidikan. 

 

Tata Kelola, Legitimasi, dan Aktor Eksternal 

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan tata kelola multilevel yang 

mempertemukan kewenangan dan kepentingan global, nasional, daerah, organisasi, dan 

sekolah. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kontrol formal, tetapi juga legitimasi 

organisasi dan dukungan aktor eksternal melalui desain kebijakan, bantuan teknis, evaluasi, 

serta dukungan kelembagaan. Namun, perbedaan kondisi lokal dan kompleksitas birokrasi 

dapat membatasi efektivitas dukungan tersebut. Akibatnya, kebijakan tidak hanya diterapkan 

secara hierarkis, tetapi juga mengalami penyesuaian, negosiasi, dan pembentukan ulang dalam 

praktik. Studi kunci yang mendukung sintesis mengenai tata kelola, legitimasi, dan peran 

aktor eksternal disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Studi Kunci dan Kontribusinya terhadap Sintesis 

Studi Konteks Fokus Kontribusi utama terhadap sintesis 

Aulan et al. 

(2026) 

Indonesia; 

sekolah 

Kesiapan 

kepemimpinan 

dalam 

implementasi 

kebijakan digital 

Menunjukkan bahwa kesiapan kepemimpinan 

menjadi bagian penting dalam menghadapi 

transformasi pendidikan berbasis digital, 

terutama melalui kapasitas organisasi, kesiapan 

sumber daya, dan kemampuan sekolah 

merespons tuntutan kebijakan. 

Angaw et al. 

(2026) 

Ethiopia; 

administrasi 

publik 

Policy capacity Menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas 

individu dapat memperkuat kemampuan 

analitis, operasional, politik, dan legal yang 

diperlukan untuk memahami serta menjalankan 
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kebijakan secara efektif. 

Arar et al. 

(2026) 

Lintas studi Kepemimpinan 

pendidikan dan 

keadilan sosial 

Memperlihatkan bahwa kepemimpinan 

pendidikan perlu dibaca bersama persoalan 

struktural, politik, etis, dan kebijakan karena 

kondisi tersebut dapat memperluas atau 

membatasi ruang bagi praktik kepemimpinan 

yang berorientasi keadilan. 

Bradbury et 

al. (2023) 

Inggris; 

sekolah dasar 

Crisis policy 

enactment 

Menunjukkan bahwa kondisi material, 

kebutuhan dasar peserta didik, tuntutan respons 

cepat, dan nilai moral pemimpin memengaruhi 

cara kebijakan diwujudkan selama krisis. 

Caves & 

Oswald-Egg 

(2023) 

Serbia; 

pendidikan 

vokasional 

(VET) 

Implementasi 

reformasi 

pendidikan 

Menunjukkan bahwa kemajuan implementasi 

dapat berlangsung meskipun tidak seluruh 

kondisi ideal terpenuhi, sehingga implementasi 

dipengaruhi oleh kombinasi kondisi lintas 

dimensi. 

Fakhridana 

& Azizah 

(2026) 

Indonesia; 

sekolah dan 

madrasah 

Fragmentasi 

implementasi dan 

tata kelola 

Menunjukkan adanya fragmentasi dalam 

implementasi kebijakan pendidikan nasional 

yang berkaitan dengan perbedaan tata kelola, 

koordinasi, regulasi, pendanaan, dan akses 

terhadap sumber daya pendidikan. 

Hadiyani et 

al. (2025) 

Indonesia; 

pendidikan dan 

pembangunan 

berkelanjutan 

Integrasi 

pendidikan, 

ekonomi digital, 

ekonomi kreatif, 

dan green-blue 

economy 

Menunjukkan bahwa implementasi agenda 

pendidikan berkelanjutan membutuhkan 

integrasi kompetensi, kurikulum, pedagogi, 

infrastruktur digital, kolaborasi multipihak, 

serta evaluasi dampak. 

Hapsari et al. 

(2026) 

Indonesia; 

pendidikan 

dasar 

Kesenjangan 

antara desain 

kebijakan dan 

praktik layanan 

Menunjukkan bahwa kesenjangan 

implementasi pendidikan dasar berkaitan 

dengan variasi wilayah, infrastruktur, literasi 

digital, distribusi guru, dan kapasitas layanan, 

sehingga desain kebijakan perlu 

mempertimbangkan heterogenitas konteks. 

Hasanah et 

al. (2026) 

Lintas negara Tantangan dan 

peluang 

implementasi 

kebijakan 

pendidikan 

Memperlihatkan bahwa implementasi 

kebijakan pendidikan menghadapi variasi 

tantangan kelembagaan, sumber daya, 

kapasitas pelaksana, dan konteks nasional 

sehingga keberhasilan kebijakan tidak dapat 

dilepaskan dari kondisi tempat kebijakan 

diterapkan. 

Hay (2025) Inggris; multi-

academy trust 

Kerangka policy 

enactment 

Mengembangkan kerangka policy enactment 

yang menggunakan sensemaking dan Actor–

Network Theory untuk menjelaskan bagaimana 

kebijakan diterjemahkan melalui relasi aktor, 

objek material, dan konteks. 

Huda et al. 

(2025) 

Perspektif 

evaluasi 

Efektivitas, 

kualitas, dan nilai 

Memberikan landasan evaluatif bahwa 

kebijakan atau program perlu dinilai 
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program berdasarkan efektivitas, kualitas, dan nilai, 

sehingga monitoring dan feedback menjadi 

bagian penting dalam proses pembelajaran 

serta perbaikan kebijakan. 

Khairul & 

Saminan 

(2025) 

Pendidikan 

geografi; 

pemodelan 

sains berbasis 

AI 

Humanisasi 

integrasi AI 

Menekankan bahwa integrasi teknologi dalam 

pendidikan perlu tetap berorientasi pada 

manusia, penalaran, dan agensi peserta didik 

sehingga transformasi digital tidak direduksi 

menjadi persoalan teknologi semata. 

Khanal & 

Regmi 

(2024) 

Nepal; sekolah 

komunitas 

Kepemimpinan 

dan implementasi 

Menunjukkan bahwa politisasi pengelolaan 

sekolah, pendekatan top-down, rendahnya 

transparansi, lemahnya pemahaman terhadap 

kebijakan, dan beban kerja kepala sekolah 

dapat menghambat implementasi. 

Landolt & 

Bauer (2026) 

Swiss; sekolah 

menengah 

selektif 

Policy enactment 

dan keadilan 

sosial 

Menunjukkan bahwa pengalaman peserta didik 

dapat mengungkap konsekuensi sosial dan 

distributif dari policy enactment, sehingga 

suara kelompok yang terdampak perlu 

diperhitungkan dalam analisis implementasi. 

Lemosol et 

al. (2026) 

Indonesia; 

Kabupaten 

Seram Bagian 

Barat 

Implementasi 

berbasis konteks 

lokal 

Menunjukkan bahwa kondisi geografis 

kepulauan, kapasitas kelembagaan, sumber 

daya manusia dan finansial, serta kondisi 

sosial-budaya dapat membentuk variasi 

implementasi dan memerlukan strategi 

kebijakan yang kontekstual. 

Moore et al. 

(2024) 

Amerika 

Serikat; 

sekolah 

Kepemimpinan 

dan implementasi 

praktik berbasis 

bukti 

Menunjukkan bahwa dukungan organisasi, 

sumber daya, pengembangan profesional, 

kolaborasi, komunikasi, serta coaching dan 

konsultasi merupakan kondisi yang membantu 

pemimpin sekolah menjalankan strategi 

implementasi. 

Muthanna & 

Sang (2023) 

Yaman; 

pendidikan 

tinggi 

Determinan 

implementasi 

kebijakan 

pendidikan 

Mengidentifikasi informasi, komitmen 

pimpinan, perencanaan top-down, pendanaan, 

infrastruktur, serta tantangan politik-ekonomi 

sebagai kondisi yang memengaruhi 

implementasi. 

Nicholson & 

Wilkins 

(2025) 

Inggris; 

lanskap 

sekolah lokal 

Intermediaries dan 

policy enactment 

Menunjukkan bahwa aktor perantara 

menjalankan fungsi sebagai interpreter, 

translator, dan pembangun kemitraan dalam 

penerapan kebijakan pada lanskap sekolah 

lokal, termasuk dalam situasi krisis. 

Skerritt 

(2026) 

Sekolah Little-p policy 

production 

Menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya 

menerima dan menerapkan kebijakan, tetapi 

juga dapat memproduksi little-p policies, 

sehingga batas antara implementasi dan 

produksi kebijakan menjadi lebih cair. 

Skerritt et al. Irlandia; Policy translators Menunjukkan bahwa middle leaders berperan 

https://jurnalp4i.com/index.php/teaching
https://doi.org/10.51878/teaching.v6i4.16137


  TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026 

e-ISSN : 2775-7188 | p-ISSN : 2775-717X 

Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/teaching  
 

Copyright (c) 2026 TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

https://doi.org/10.51878/teaching.v6i4.16137  

3626 

(2023) sekolah sebagai penerjemah kebijakan melalui 

pengorganisasian, perencanaan, produksi 

artefak, serta pengaruh terhadap kolega dan 

praktik kolektif sekolah. 

Sundström 

(2025) 

Swedia; 

prasekolah 

Policy enactment, 

kurikulum, dan 

dukungan lokal 

Menunjukkan bahwa penerjemahan kurikulum 

dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah, 

waktu kerja, kompetensi staf, kondisi 

organisasi, dan hubungan antarpelaku. 

Zhou (2024) Tiongkok; 

sekolah dasar 

Kebijakan 

pendidikan 

lingkungan 

Menunjukkan bahwa kebijakan yang sama 

dapat menghasilkan outcome berbeda karena 

jumlah peserta didik, infrastruktur, kondisi 

sekolah, dan pengaruh birokrasi distrik 

membentuk kapasitas implementasi yang 

berbeda. 

Tabel 3 menunjukkan pergeseran literatur dari implementasi sebagai pelaksanaan 

kebijakan menuju pemahaman tentang proses penerjemahan, adaptasi, dan pembentukan 

kebijakan dalam praktik. Proses tersebut dipengaruhi oleh desain kebijakan, sumber daya, 

kapasitas organisasi, kepemimpinan, tindakan aktor, serta kondisi krisis dan konteks lokal. 

Perspektif policy enactment memperluas pemahaman ini melalui perhatian terhadap 

sensemaking, translasi, aktor perantara, dan produksi kebijakan lokal. Dengan demikian, 

policy–practice gap terbentuk melalui interaksi dinamis berbagai faktor tersebut, bukan 

semata-mata akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. 

Sintesis thematic mapping menghubungkan desain kebijakan, interpretasi dan 

sensemaking, aktor dan kepemimpinan, kapasitas organisasi dan sumber daya, serta konteks 

institusional dan lokal dengan proses translasi, adaptasi, dan enactment. Proses tersebut 

bermuara pada implementation outcomes yang menjadi dasar bagi monitoring, feedback, 

pembelajaran, dan rekonfigurasi kebijakan. Kerangka sintesis hasil pemetaan tema disajikan 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Sintesis Implementasi Kebijakan Pendidikan Hasil Thematic 

Mapping 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses adaptif 

yang melibatkan interaksi antara desain kebijakan, interpretasi dan sensemaking, aktor dan 

kepemimpinan, kapasitas organisasi, sumber daya, serta konteks institusional dan lokal. Interaksi 

tersebut memengaruhi proses penerjemahan, adaptasi, dan pelaksanaan kebijakan melalui policy 

enactment. Hasil implementasi selanjutnya menjadi umpan balik bagi proses pemantauan, 

pembelajaran, dan rekonfigurasi kebijakan. Sintesis ini mengintegrasikan perspektif policy 

implementation dan policy enactment, dengan menempatkan kesenjangan antara desain dan praktik 

sebagai hasil interaksi dinamis antarkomponen, bukan semata-mata sebagai kegagalan pelaksanaan. 
 

Pembahasan 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak cukup 

dipahami sebagai proses teknis yang menyelaraskan rancangan dan pelaksanaan, tetapi juga 

sebagai proses dinamis yang dipengaruhi efektivitas intervensi, kapasitas organisasi, dan 

kemampuan aktor menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik (Huda et al., 2025). 

Keragaman sistem pendidikan, aktor, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial-politik turut 

membentuk tantangan implementasi (Hasanah et al., 2026). Selain itu, pengaruh aktor 

eksternal dan relasi kekuasaan memengaruhi penerjemahan kebijakan (Edwards et al., 2025), 

sedangkan studi Shan (2025) menyoroti kondisi yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Tiongkok. Dengan demikian, policy 

implementation menjelaskan dinamika pelaksanaan kebijakan, sementara policy enactment 

menguraikan bagaimana kebijakan diwujudkan melalui interaksi antara aktor, organisasi, dan 

konteks. 

Kepemimpinan menjadi mekanisme penting dalam menerjemahkan tuntutan kebijakan 

menjadi kapasitas tindakan organisasi melalui penetapan prioritas, koordinasi sumber daya, 

komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan profesional. Efektivitas implementasi praktik 

berbasis bukti dipengaruhi oleh dukungan sumber daya, budaya organisasi, komunikasi, dan 

dukungan kelembagaan (Moore et al., 2024). Dalam transformasi digital, kepemimpinan juga 

menghadapi tantangan kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan perubahan 

praktik pendidikan (Aulan et al., 2026). Selain menggerakkan organisasi, kepemimpinan 

menentukan pemaknaan masalah, penetapan prioritas, dan pembangunan kapasitas, sekaligus 

memengaruhi keadilan, akses, dan distribusi kesempatan pendidikan (Arar et al., 2026). 

Dengan demikian, kepemimpinan implementatif mencakup dimensi organisasional, struktural, 

politik, dan etis. Implementasi juga dipengaruhi oleh peran kepala sekolah dan guru, 

pemaknaan terhadap tuntutan kebijakan, serta pengalaman profesional dan dimensi afektif 

aktor pelaksana (Ralebese et al., 2026; Barnes et al., 2026; Cushing & Ellis, 2025). 

Konteks lokal menjelaskan mengapa kebijakan yang sama dapat menghasilkan praktik 

berbeda. Karakteristik geografis, sosial-budaya, kelembagaan, dan ekonomi, termasuk 

kapasitas institusi serta ketersediaan sumber daya manusia dan finansial, memengaruhi 

keberhasilan implementasi antarwilayah (Lemosol et al., 2026). Kondisi ini sejalan dengan 

kesenjangan implementasi pendidikan dasar di Indonesia yang ditandai ketimpangan mutu, 

keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan distribusi guru yang belum merata (Hapsari et 

al., 2026). Dengan demikian, implementation gap tidak selalu menunjukkan ketidakpatuhan, 

tetapi dapat mencerminkan keterbatasan kapasitas atau adaptasi yang diperlukan agar tujuan 

kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Verger et al. (2024) mengkaji pengaruh konteks 

kelembagaan terhadap otonomi sekolah dan akuntabilitas, sedangkan Fajri et al. (2024) 

membahas kearifan lokal Aceh dalam konservasi alam dan mitigasi bencana, serta Saminan et 

al. (2023, 2024) mengkaji literasi kebencanaan dalam pembelajaran. Meskipun tidak secara 

langsung membahas implementasi kebijakan pendidikan secara umum, kajian tersebut 
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menegaskan relevansi konteks sosial-budaya dan karakteristik wilayah dalam pengembangan 

praktik pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Kesenjangan implementasi juga dipengaruhi tata kelola dan hubungan antarlembaga. 

Perbedaan kewenangan, standar, pembiayaan, sistem informasi, dan mekanisme koordinasi 

dapat mengurangi konsistensi kebijakan pendidikan. Fragmentasi tata kelola sekolah dan 

madrasah di Indonesia, misalnya, berkaitan dengan ketidakkonsistenan regulasi, variasi 

pendanaan, kesenjangan akses digital, dan persoalan koordinasi (Fakhridana et al., 2026). 

Kajian komparatif menunjukkan bahwa variasi implementasi antarnegara juga dipengaruhi 

kapasitas sistem, struktur administrasi, karakteristik institusi, dan hubungan antara aktor 

kebijakan dengan pelaksana (Hasanah et al., 2026). Oleh karena itu, policy implementation 

perlu dipahami dalam kerangka multi-level governance yang menghubungkan pemerintah 

pusat dan daerah, organisasi pendidikan, pemimpin sekolah, guru, serta masyarakat melalui 

koordinasi vertikal dan horizontal. Kesenjangan kebijakan-praktik dengan demikian tidak 

dapat dijelaskan hanya melalui perilaku pelaksana sekolah, tetapi juga harus 

mempertimbangkan struktur tata kelola yang membentuk ruang tindakan mereka. Misra dan 

Stensaker (2024) menekankan keseimbangan kontrol dan legitimasi dalam implementasi 

kebijakan pendidikan tinggi, sedangkan Edwards et al. (2025) menyoroti pengaruh aktor 

internasional. Kedua kajian tersebut memperlihatkan pentingnya legitimasi kelembagaan dan 

interaksi antara struktur domestik dengan pengaruh eksternal. 

Selain tata kelola, kapasitas kebijakan menentukan kemampuan aktor menerjemahkan 

tuntutan kebijakan ke dalam praktik. Kapasitas ini mencakup kompetensi analitis, operasional, 

politik, dan hukum. Studi terhadap aparatur publik di Ethiopia menunjukkan bahwa 

pendidikan administrasi publik dapat memperkuat kapasitas tersebut (Angaw et al., 2026). 

Dalam pendidikan, implementasi tidak cukup didukung regulasi dan sumber daya material, 

tetapi juga membutuhkan aktor yang mampu menganalisis persoalan, menilai alternatif, 

berkoordinasi, dan mengambil keputusan dalam situasi yang berubah. Kebutuhan ini semakin 

penting dalam agenda lintas sektor, seperti ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan 

pembangunan berkelanjutan, yang memerlukan keterpaduan kurikulum, kompetensi, 

infrastruktur, kolaborasi, dan evaluasi dampak (Hadiyani et al., 2025). Karena itu, kapasitas 

implementasi perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengembangan profesional, 

dukungan organisasi, pembelajaran kebijakan, dan evaluasi. Khairul et al. (2026) mengkaji 

kebutuhan pengembangan e-modul siklus hidrologi terintegrasi ayat Al-Qur’an, Saminan et 

al. (2025) menelaah peran kecerdasan buatan dalam kemandirian belajar dan penjelasan 

ilmiah mahasiswa, sedangkan Khairul et al. (2025) mengusulkan rekonstruksi Project-Based 

Learning menjadi Project-Based Socio-Scientific Learning. Walaupun berfokus pada inovasi 

pedagogis, kajian tersebut menegaskan pentingnya menyesuaikan strategi, sumber belajar, 

dan kompetensi dengan kebutuhan pembelajaran. 

Dimensi keadilan menunjukkan bahwa policy enactment tidak hanya menentukan 

keterlaksanaan kebijakan, tetapi juga distribusi manfaat dan konsekuensinya. Standar, 

prosedur, dan mekanisme seleksi dapat menghasilkan pengalaman berbeda bagi kelompok 

dengan sumber daya sosial, ekonomi, dan pengetahuan institusional yang tidak setara. Landolt 

dan Bauer (2026) menegaskan pentingnya pengalaman peserta didik dalam policy enactment 

pada seleksi pendidikan menengah untuk memahami konsekuensi sosial dan keadilan 

implementasi. Sejalan dengan itu, Arar et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan keadilan 

sosial dalam pendidikan menghadapi kendala struktural, politik, etis, dan kultural sehingga 

kepemimpinan berkaitan erat dengan distribusi kesempatan dan kekuasaan. Evaluasi 

implementasi karena itu perlu melampaui indikator administratif dengan mempertimbangkan 
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pengalaman kelompok terdampak, akses sumber daya, distribusi manfaat, dan konsekuensi 

yang tidak direncanakan. Adaptasi lokal tidak selalu produktif apabila memperbesar 

ketimpangan. Verger et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan otonomi sekolah dan 

akuntabilitas dipengaruhi kondisi serta kapasitas institusi, sedangkan Barnes et al. (2026) 

menyoroti peran guru dalam pelaksanaan dan penilaian kebijakan asesmen. Dengan demikian, 

kualitas enactment perlu dinilai berdasarkan kemampuan beradaptasi sekaligus 

mempertahankan tujuan, legitimasi, dan keadilan kebijakan, dengan memperhatikan 

pengalaman guru dan peserta didik, bukan hanya pencapaian indikator formal. 

Berdasarkan keseluruhan temuan, kontribusi utama kajian ini adalah pengembangan 

pemahaman integratif mengenai hubungan desain kebijakan dan praktik pendidikan. Policy 

implementation dan policy enactment tidak diposisikan sebagai pendekatan yang saling 

menggantikan, melainkan sebagai rangkaian proses yang saling berhubungan. Policy design 

memberikan orientasi awal, kemudian aktor melakukan interpretation dan sensemaking di 

bawah pengaruh kepemimpinan, kapasitas organisasi, sumber daya, serta konteks institusional 

dan lokal. Kebijakan selanjutnya mengalami translation, adaptation, atau enactment, 

menghasilkan implementation outcomes, dan menjadi dasar bagi monitoring, feedback, 

pembelajaran, serta policy reconfiguration. Kerangka ini menghubungkan dimensi evaluasi, 

kepemimpinan, transformasi digital, konteks lokal, kesenjangan implementasi, fragmentasi 

tata kelola, kapasitas kebijakan, integrasi lintas sektor, dan keadilan sosial. Kebaruan kajian 

terletak pada pengintegrasian dimensi tersebut sebagai mekanisme berulang yang 

menghubungkan kebijakan, aktor, organisasi, konteks, praktik, dan pembelajaran. Dalam 

kerangka ini, implementation gap dapat menjadi sumber informasi untuk perbaikan kebijakan 

apabila variasi praktik dianalisis secara kritis, bukan langsung dianggap sebagai kegagalan. 

Implementasi kebijakan pendidikan dengan demikian merupakan proses pembelajaran dan 

rekonstruksi berkelanjutan yang keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan sistem 

mempertahankan tujuan inti sekaligus mengakomodasi interpretasi, adaptasi, kapasitas lokal, 

koordinasi, dan keadilan. 

 

KESIMPULAN 

Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan pada literatur 

2021–2026 merupakan proses yang bersifat multidimensional, melibatkan banyak aktor, serta 

sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi dan konteks lokal. Kebijakan tidak bergerak secara 

linear dari dokumen regulatif menuju praktik, melainkan mengalami proses interpretation, 

sensemaking, translasi, negosiasi, adaptasi, dan enactment sesuai dengan kapasitas serta ruang 

diskresi aktor di tingkat implementasi. Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan tidak semata-

mata berfungsi sebagai solusi atas hambatan implementasi, tetapi menjadi salah satu 

mekanisme yang dapat membentuk cara kebijakan dipahami, dikomunikasikan, 

dinegosiasikan, dan diwujudkan dalam praktik. Temuan kajian juga memperlihatkan bahwa 

kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik tidak selalu dapat dipahami sebagai 

kegagalan, karena sebagian kesenjangan dapat mencerminkan adaptasi terhadap sumber daya, 

karakteristik institusi, tuntutan sosial, dan kebutuhan lokal.  

Kontribusi utama kajian ini terletak pada pengintegrasian perspektif policy 

implementation dan policy enactment melalui kerangka yang menghubungkan policy design, 

interpretation and sensemaking, policy actors and leadership, organizational capacity and 

resources, institutional and local context, policy translation/adaptation/enactment, hingga 

implementation outcomes yang selanjutnya menghasilkan monitoring, feedback, 

pembelajaran, dan policy reconfiguration. Kerangka tersebut menempatkan implementasi 
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sebagai siklus pembelajaran kebijakan yang memungkinkan hubungan timbal balik antara 

desain kebijakan, tindakan aktor, kapasitas organisasi, konteks, dan hasil implementasi, 

sehingga memberikan penjelasan yang lebih utuh mengenai terbentuknya praktik kebijakan di 

tingkat pendidikan. Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan bahwa perumusan kebijakan 

perlu disertai dukungan kapasitas, koordinasi lintas tingkat, ruang adaptasi yang terukur, serta 

mekanisme monitoring dan umpan balik yang peka terhadap konteks dan keadilan. Penelitian 

selanjutnya perlu menguji kerangka tersebut melalui studi komparatif dan longitudinal, 

memperluas keterlibatan perspektif guru serta peserta didik dan kelompok terdampak, serta 

menggunakan basis data seperti Scopus dan Web of Science untuk menguji ketahanan 

(robustness) temuan dan memperkuat generalisasi konseptualnya. 
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